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BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR {8 TAHUN 2018

TENTANG

REDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGS! DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS
FENDIDIXAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
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DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

a. bahwa sesual ketentuan Pasal 2 Peraturan Menter

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjaci
Satuan Pendidikan Non Formal, periu dilakukan penataan
terhadap kelembagaan sanggar kegiatan belajar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimane dimaksud
dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal
Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudavaan
Kabupaten Aceh Barat Dava;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukar
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan
Rabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4173);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomr 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali.
terakhir dengan Undang-Undang Nomeor © Tahun
2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubshan Kedua atas
Peraturan Pemerintabh Nomor 19 Tahun 2005 tentang
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Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nomor 23 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51€3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Femerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nemer 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor S5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Urganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoriesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor B77H

B. Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar
Regiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonlormal
Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 (
Nemor 330); dan

10. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 60 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Herja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Rabupaten Aceh Barat Dayva Nomor 122)

MEMUTUSKAN:

denetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORCANISASI, TUGAS, FUNGS! DAN TATA KERJA SATUAN
FENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Pemerintah pusat vang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republix Indomesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Aceh adalah Pemerintahan Daersh provinsi dalam
sistern Negara Keeatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  yang
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13.

14,
15.

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesual dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing,

Pemerintahan Kubupaten adalah penvelenggaraan wurusan
pemenintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Aceh Barat Daya dan Dewan Pewakilan Rakyat Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Pemerintah Daerah Xabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah  Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintak Kabupaten yang terdini atas Bupati dan perangkar
Kabupaten.

Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

Seleretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh
Barart Daya.

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten
Aceh Barat Daya.

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar vang
selanjutnya disebut satuan PNF SKB adalah Kelompok
Layenan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan
Wonformal pada Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Dava.

Kepala Satuan PNF SKB adalah Kepala Satuan PNF SKB Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
Kepala Sub Tata Usaha adalah kepala Urusan Tata Usaha pada
Satuan PNF SKB dilingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Relompok Jabatan Fungsional adalah Tenaga FRungsional
Pamong Belajar yang melaksanakan tugas pada Satuan PNF
SKB dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Dava.

Kepala Sub Tata Usaha adalah kepala Urusan Tata Usaha pada
Satuan PNF SKB dilingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan Kabupaten Acel Barat Dava.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Tenaga Fungsional
Pamong Belajar vang melaksariakan tugas pada Satuan PNF
SKB dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pendidikan Anak Usia Dini vang selanjutnya disingkat PAUD
Pendidikan Masvarakat vang selanjutnva dissbut Dikmas

BaBp1l
PEMEBENTUKAN

Pasal 2

Dengan PeraturanBupati ini dibeniuk Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan PNF SKB.
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BAB I
ORGANISAS]

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

Susunan Organisasi Satuan PNF SKB terdiri dari :
a. Kepala Satuan FNF SKB;

b. Sub Bagian Tata Usaha:

c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;

d. Wakil Kepala Uriy'san Pembinaan;

e. Wakil Kepala Urusan Pengabdian; dan

I. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar.

Bagan Susunan organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

Satuan PNF SKB merupakan Satuan Pendidikan Nonformal
dibawah pembinaan dan pengawasan Dinas.

Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yan
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin sleh scorang Kepala Sub
Bagian Tata Usaha vang melaksanakan tugas dan fungsinva
hcrad?‘:]:;r bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Satuan
PNF SKB.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf |
Satuan PNF SKB

Pasal 5

Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan

program Pendidikan Nonformal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud dalam

ayat (1), Satuan PNF SKB mempunval fungsi :

a. penyelenggaraan Pendidikan Nonformal,

b. penyelenggaraan program percontohan PNF:

c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang
PNF,

d. pelaksanaan dsn pembinaan hubungan kerjasama dengan
crangtua peserta didik dan masyvarakat; dan

e. pelaksanaan adininistrasi pada Satuan PNF,
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Paragrai 2
Kepala Satuan

Pasal 6

(1} Kepala Satuan PNF SKB mempunyal tugas memimpin,
merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan
penyelenggaraan pendidikan Non Formal di lingkungan SKB
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
[1}) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai fungst:

(2)

a.

b

o B
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perumusan, penetapan, dan pengembangan visi, misi dan
tujuan SKB;

penyusunan rencana kerja jangka menengah yang
menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam
rangka mendukung peningkatan mutu lulusan 5KB;

. penyusunan rencans kerja tahunan vang dinvatalkan dalam

rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana
kerja jangka menengah;

penyusunan rencana program SKB.

penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester
dan tahunan;

pelaksanaan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan
kebutuhan;

- pelaksanaan pengelolaan perubahan dan pengembangan

SKB menuju organisasi pembelajar yang efeltif,

. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan

3KB dalam rangka pendavegunaan sumber daya manusia
secara optimal;

pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam
rangka pendayagunaan secara optimal,

pelaksanaan pengelolaan peserta didik dalam rangka
penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan
pengembangan kapasitas peserta didik;

pelaksanaan pengelolean pengembangan kurikulum dan
kegatan pembelajaran sesual dengan arah dan tujuan
pendidikan nasional;

pelaksanaan program percontohan program Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masvarakat;

. pelaksanaan pembimbingan program Pendidikan dan

Pendidikan Masyarakat di masyarzkat;

. pelaksanaan program desa binaan Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat,

pelaksanaan pengatdian masvarakat yang terkait dengan
program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan
Masvarakat;

. pelaksanaan pengelolaan keuangan SKB sesual dengan

aturan yang berlaku dan prinsif pengelolaan vang
akuntabel, transparan, dan efisien;

. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan SKB;

peleksanaan pengelolaan sistem informasi SKB dalam
memanfastkan kemajuan teknologi informasi bagi
peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
pelaksanaan pemonitoran (monitoring), evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB;

pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang ftua
peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;,




u. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnva vang diberikan
Kepala Dinas.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Fasal 7

{1} Repala Sub Bagian Teta Usaha Satuan PNF SKB mempunvai
tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta
didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana,
hubungan masyaraka:, persuratan, dan pengarsipan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] Sub Bagian Tata Usaha Satuan PNF SKB mempunvai fungsi

&. pelaksansan penylapan bahan penyusunan program kerja
SKB;

b. pelaksanaan penyusunarn rencana, program, dan anggaran
SKB;

c. pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan
anggaran dan pertanggungjawaban anggaran SKB; L

d. pelaksanaan wurusan kepegawaian dan pengembangan
pegawai di lingkungan SKB; '

e. pelaksanaan urusan pembayaran belanja pegawai, belania
barang, belanja modal, dan pembavaran lainnya:-

f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pegawsl
lingkungan SKB,

B- pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan,

h. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;

1. pelaksangan urusan pengelolaan persuratan.
perpustakaan, dan kearsipan di ingkungan SKB:

j- pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentas: s
ingkungan SKB;

k. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan,
penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan
pendistribusian barang milik negara di lingkungan SKB,

I pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan,
dan keindahan di lingkungan SKB;

m. pelaksanaan pengaturan penggunaan sarana  dan
prasarana di lingkungan SKB;

n. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Jurusan tata usaha;

0. pelaksanaan penyusunan laporan urusan tata usaha dan
lkonsep laporan SKB;

p. pelaksansan hubungan kerja sama dengan orang tua
peserta didik dan masyarakat; dan

q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnyva vang diberikan
Kepala Satuan PNF SKB.
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Paragraf 4
Wakil Kepala Urusan Pembelajaran

Pasal 8

Rincian tugas pokok Wakil Kepala Urusan Pembelajaran adalah

.

b

menyusun rencana, program dan pelaporan kegiatan vang
berkaitan dengan pembelajaran (PAUD dan Dikmas);
merumuskan pingembangan kurikulum, bahan ajar, dan
kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan
pendidikan nasional yang mengacu pada kearifan lokal;
merumuskan dan membuat program percontohan PAUD dan
Dikmas;

menghimpun dan mengkoordinasi data dan informas: kegiatan
pembelajaran PAUD dan Dikmas dengan lembaga dan satuan
pendidikan nonformal lainnya serta instasi terkait;

. melakukan kerjasama dergan pemangku kepentingan dalam

mendulkung pelaksanaan pembelajaran PAUD dan Dilkkmas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan Kepala
SPNF SkB

Paragraf 5
Wakil Kepala Urusan Pembinaan

Pasal 9

Rincian tugas Wakil Kepala Bidang Pembinaan adalah :

i

menyusun rencana, program dan pelaporan  kepiatan
pembinasn baik yang berkaitan dengan lembaga/satuan
maupun Pendidik dan Tenaga Kependidikan [PTKi, PAUD dan
Dikmas;

merumuskan program/kegiatan unggulan dalam rangka
pembinaan PAUD dan Dikmas,

melakukan pemetaan terhadap gampong dan lembaga atau
satuan pendidikan Nonformal lainnya sebagai gampong binaan
dan lembaga binaan SPNF SKB;

mejakukan lkerjasamea dengan pemangku kepentinigan dalam
mendukung pelaksanaan pembinaan program PAUD dan
Dikmas;

memberikan bimbingan dan arahan kepada para pamong
dbnlajlr dalam melaksanakan Pembinaan PAUD dan Dikmas:
an

melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan Kepala
Satuan PNF SKB

Paragraf 6
Wakil Kepala Urusan Pengabdian

Pasal 10

Rincian tugas Wakil Kepala Urusan Pengabdian adalah

a

b.

T e b [ RAPIEREEN

merumiiskan dan menyusun program-program vang berkaitan
dengan kegiatan pengabdian PAUD dan Dikmas;

melakukan pemetaan dan pendataan terhadap sasaran
program/kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan PAUD
dan Dikmas;
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c. melakukan kerjasama dengan orang tua peserna didik dan
masyarakat serta tokoh masyarakat dalam mendukung
pelaksanaan kegiatan pengabdian,

d. menyusun laporan yang berkaitan dengan program pengabdian;

¢ memberikan bimbingan dan arahan kKepada para pamong
belajar dalam melaksanakan pengabdian, dan

f melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala
Satuan FNF SKB.

BAB IV
WILAYAH KERJA

Pasal 11

Satuan PNF SKB berkedudukan di Tangan-Tangan dengan wilayah
Kerja meliputi seluruh Kecamatan yang ada dalam Kabupaten

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1] Kepala Satuan PNF SKB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
diangkat dan diberhentikan oleh Sekretariat Daerah atas
pelimpahan wewenang dari Bupat sesua peraturan
perundang-undangan. 3

(2) Para Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Satuan PNF SKB

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Jabatan Kepala Satuan PNF SKB merupakan Jabatan
Fungsional Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan
sebagai Kepala.

(2] Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas
Eselon [V.b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan PNF SKB, hepala
Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional pamong belajar
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.



Pasal 16

Pimpinan satuan organisasi dilingikungan Satuan PNF SKB, wajil
mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah Yang diperlukan sesuat
dengan peraturan pnruntlnngvund angan.

Pasal 17

Setiap pimpinan sa‘uan Organisasl di lingkungan Satuan PNF
SKB, bertangguns jawab untuk membina, memimpin dan
mengkn-nrdinnaika.n gerta membernkan pedomarn. bimbingan dan
setunjuk bag pelaksanaan TUgas hawahar.

Pasal 18

Pimpinan satuan OrgAliISAS] dilingkungan Satuan PNF SKB wanb
mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta ranggungawab
dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan
masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 19

Hepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompolk jabatan fungsional
menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepalna
garuan PNF SKE.

pPasal 20

Dalamn hal Kepala garuan PNF SKB berhalangan, maka Kepala
Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau galah
seorang Walkil Kepala untuk melaksanakan tIRAs Kepala Satuan
PNF SKB.

BAB VI
oEMBIAYAAN

Pasal 21

(1] Satuan PNF SKB dalem melaksanakan operasional dan
pemblayasan program Yang diselenggarakan wajib didanai oleh
Pemerintah  Pusal, Pemerinitah  Aceh dan Pemerintab
Kabupaten,
(2] Jenis sumber anggaran Satuan PNF SKB di antaranya adalah
sebagai berikut:
a. Angearan Pendapatan dan Belanja Kabupaten,
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh,
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja hegara.
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan
e. Dukungan masyarakat Yang membutuhkan layanan
pendidikan di SKB

Pasal 22

Pejabat pada gatuan PNF SKB dapat diberikan tunjangai
tambahan sesual  dengan kernampuan keuangan daesrah
nerdasarkan Peraturan perundang-Undangan.

.-i.llml:-:




Pejabat paca Satuan PNF SKB3 dapat diberikan tunjangan
tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

FPasal 23

Pada saat Peraturan ini mulaj berlaku, maka semua yang
merupaikan peraturan dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Sanggar Kegiatan BHelajar Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan
Pemuda dan Olah Rags Kabupaten Aceh Barat Dava dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku

Pasal 24
FPeraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Barat Dava. '

Latetapkan diBlangpidie
pada tanggal

g8

- Alchiiys 18439 H

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal VLl ad L |
7 O A 1430 H
l SEKRETARIS DAERAM
HABUPY

RPREARAT DaYA,

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR {2
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Lampiran : Peraturan Bupau A-eh Barat Daya

Nomor 4%

Tahun 2018
Vdary, 2018 M

Tanggal %23‘ %#g

| KEPALA SATUAN |

. Al 1439 H

PNF SKB3
KELOMPOK JABATAN ] il SUB BAGIAN
FUNGSIONAL TATA LISAHA
| WAKIL KEPALA URUSAN WAKIL KEPALA URUSAN | | WAKIL KEPALA URUSAN
| PEMBELAJARAN i PEMBINAAN ' PENGABDIAN




